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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat 

disimpilkan bahwa kejadian konflik antar warga di Desa Ikhwan dan Doloduo 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masih bayak dan leluasanya para 

penjual minuman keras untuk menjual berbagai jenis dari minuman keras seperti: 

Cap Tikus, Valentine dan BS (Burung Sakti). Dalam hal ini pembinaan dari 

Pemerintah Desa sangat dibutuhkan untuk meminimalisir penyebab-penyebab 

maupun konflik antar warga di Desa Ikhwan dan Doloduo Kecamatan Dumoga Barat 

itu sendiri. Pembinaan merupakan suatu upaya perbaikan pola kehidupan yang 

direncanakan kearah yang lebih baik agar terciptnya keinginan yang diharapakan 

baik oleh Pemeintah Desa maupun masyarakat Desa. Dalam hal ini pembinaan yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Desa untuk meminimalisir konflik antar warga di Desa 

Ikhwan dan Doloduo.  

1. Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Desa 

untuk meminimalisir konflik antar warga di Desa Ikhwan dan Doloduo 

Kecamatan Dumoga Barat adalah sebagai berikut : 

a) Mengadakan sosialisasi Kabtimas 

b) Memberikan pemberitahuan terhadap para generasi muda agar tidak membawa 

senjata tajan (sajam) ketika menghadiri suatu hiburan malam seperti acara 

pernikahan maupun khitanan 

c) Pembentukan Karang Taruna Monompia 
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d) Pelatihan Komputer 

e) Mengadakan kegiatan Tadskir khus Wilayah Desa Doloduo 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dalam melakukan 

pembinaan terhadap masyarakat Desa di Desa di Desa Ikhwan dan Doloduo 

Kecamatan Dumoga Barat 

Proses pembinaan pastilah tidak mudah untuk melakukannya, pembinaan 

suatu instansi terhadap masyarakat yang dibina memiliki faktor-faktor yang dapat 

menjadi kendala dalam proses pembianaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

terhadap masyarakat Desa untuk meminimalisir konflik antar warga di Desa 

Ikhwan dan Doloduo Kecamatan Dumoga Barat adalah sebagai berikut : 

a) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam instansi tersebut, 

dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat. 

Faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut : 

1) Anggaran 

b) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar instansi atau badan, 

dalam hal ini masyarakat. Adapun faktor dari masyarakat yakni akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Kondisi jalan Desa 

2) Kesulitan membasmi miras 

3) Tingkat pendidikam masyarakat yang rendah 

4) Kesadaran hukum 
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5.2 Saran 

1. Pemerintah Desa Ikhwan maupun Desa Doloduo seharunya lebih 

memperhatikan sitem pembinaannya, dengan membuat suatu standar oprasional 

terhadap proses pembinaan yang diterapkan dalam pembinaan masyarakat Desa. 

Hal ini bertujuan agar supaya proses pembinaannya itu terarah dengan baik dan 

mepermudah Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pembinaannya. 

2. Pemerintah Desa harus lebih banyak mebuat sosialisasi kepada masyarakat Desa 

terhadap kegaitan-kegiatan yang dapat memicu konflik dan tentunya pemerintah 

harus lebih mendorong pemasukan ke kas Daerah agar penguncuran anggaran 

kepada Pemerintahan Desa lebih optimal dalam menjalankan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan bisa berjalan lebih baik dalam proses pelaksanaannya, 

mengingat Desa Ikhwan maupun Desa Doloduo merupakan Wilayah Desa yang 

berdekatan dan masih masih saling membutuhkan dalam segala sektor. 

3. Pemerintah Desa seharusnya membuat suatu Peraturan Desa tentang Larang 

Penjualan Miras secara ilegal, mengingat penyebab utama dari adanya konflik 

tersebut ialah ketersinggungan akibat miras. 
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